BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOERE 16 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. MOHAMAD RABAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang: a. bahwa puna meningkatkan pelayanan  kepada
masyarakat perlu memberikan fleksibilitas dalam
pengelelaan keuangan dengan berdasar pada prinsip
ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktek
bisnis yang sehat kepada Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. H. Mchamad Rabain yang secara tugas dan fungsi
layak untuk dikelola dan ditingkatkan kinerjanya dengan
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan
Umum Daerah:

b.  bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah  serta
Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD.

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menctapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Lavanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain.

Mengingat:
l.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat [I dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
MNomor 1821);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Nomor 4353);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5587), scbagaimana
telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679),
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah denpan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 21
Tahun 2011;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah [Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan lembaran negara Republik Indonesia 5533);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomaor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menten Keuangan Nomor 119/PME.OS/2007
tentang  Persyaratan  Administratil  dalam  rangka
Pengusulan dan  Penetapan Satuan Kerja Instansi
Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan
Badan Lavanan Umum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungiawaban Bendahara serta
Penvampaiannva;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMEK.05/2011
tentang Rencana Bisnis dan Angparan serla Pelaksanaan
Anggaran Badan Lavanan Umum,

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
217 /PMEK.QO53/2015 Tentang Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13
Tentang Penvajian Laporan Keuangan Badan Layanan
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1818).



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. MOHAMAD
REABAIN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupal ini yang dimaksud dengan:

RN I

Daerah adalah Kabupaten Muara Enim

Pemanntah Kabupaten adalah Pemenntah Kabupaten Muara Enim
Bupati adalah Bupati Muara Emim

Badan Layanan Umum Daerah vang selanjutnya disingkat BLUD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja

~ Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah daerah vang dibentuk
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untuk membernkan pelayanan kepada masyarakat berupa penyvediaan
barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan,dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
ehisiensi dan produktivitas.

Pala Pengelolaan Keuangan BLUD, vang selanjutnya disingkat PPK-
ELUD adalah polapengelolaan keuangan vang memberikan fleksibilitas
berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang
sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,
scbagal penpecualian darl ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada
LMy a.

Fleksibiltas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan,/barang BLUD
pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan vang
berlaku umurm.,

Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) vang menecrapkan PPE-BLUD
selanjutnya  disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat
Daerah di lingkungan pemenntah daerah yang menerapkan PPK -BLUD.
Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan
BLUD wyang menambah ekuitas dana lancer dalam periode anggaran
bersangkutan yang tdak perlu dibayar kembal.

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersanghkutan
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

Biaya adalah sejumlah pengeluaran yvang mengurangi ckuitas dana
lancar untuk memperoleh barang dan/fatau jasa untuk keperluan
operasional BLUD.

Investasi adalah pengguanaan asel untuk memperoleh  manfaat
ckonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka
pelavanan kepada masyarakat,

Basis Akrual adalah basis akuntansi yvang mengakul pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnyva pada saal transaksi dan peristiwa itu terjadi,
tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
Eencana Bismis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA
adalah deokumen perencanaan hisnis dan penganggaran tahunan vang
berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD,
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Dokumen Pelaksanaan Angaraan BLUD yvang selanjutnya disingkat DPA
BLUD adalah dokumen yvang memuat pendapatan dan biaya, proyeks:
arus kas, jumlah dan kualitas barang danfatau jasa yang akan
dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran aoleh

BLUD.

.Rencana Strategis Bisnis BLUD wyang selanjutnya disingkat Renstra

Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi,
program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan ara kebijakan
operasional BLUD

Standard Pelavanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok
ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakal.
Praktek bisnis yang schat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi
berdasarkan kaidah-kaidah manajemen vyang baik dalam rangka
pemberian layanan yvang bemutu dan berkesinambungan.

Pasal 2

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mcohamad Rabain sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat

IThl.

Pazsal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupali ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara
Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tangpal 23 Maret 2018

BUPATI MUARA ENIM

Dito

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal, 23 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

Dito

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 NOMOR 16



BAB VIII
PENUTUP

remikian Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan Umum
Daerah Kabupaten Muara Enim ini disusun untuk dijadikan sebaga

pedoman  dalam pelaksanaan pengelolaan  keuangan BLUD, schingga

tercipta efisiensi, efektifitas serta tertib administrasi.

BUPATI MUARA ENIM

Dito

MUZAKIR SAl SOHAR



